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BUPATI BANYUASIN 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN 
NOMOR J.. TAHUN 2023 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK 
MENUNJANG KEGIATAN USAHA DAN PERIZINAN NON USAHA 

Menimbang 

Mengingat 

DI KABUPATEN BANYUASIN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUASIN, 

a . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha di Daerah, serta menjaga kualitas 
Perizinan Berusaha dan Non Usaha yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, 
transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan 
Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha dan Non Usaha di Kabupaten Banyuasin; 

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 201 2 ten tang 
Penyelenggaraan Perizinan tidak sesuai lagi dengan dinamika 
perkembangan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu 
diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, 
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan 
Perizinan Non Usal1a di Kabupaten Banyuasin; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038) ; 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten.tang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757) ; 

6 . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 202 1 tentang 
Penyelenggaraan Pe1;zinan Berusaha Berbasis Risiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 17); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 ten.tang 
PenyeJenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 

l 0. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 
2016 ten.tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 
18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 
2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9); 

11. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 128 Tahun 2022 ten.tang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Serita Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 128); 

Deng an Persetuj u an Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BANYUASIN 

dan 
BUPATl BANYUASIN 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN 
BERUSAHA, PERlZlNAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG 
KEGIATAN USAHA DAN PERIZINAN NON USAHA DI KABUPATEN 
BANYUASIN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin. 

2 . Bupati adalah Bupati Banyuasin. 

3. Pemerintahan Kabupa ten adalah Pemerintah Kabupaten 
Banyuasin. 

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerin tahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan 
oleh kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian 
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 
melayani, memberdayakan , dan menyejahterakan masyarakat. 

6 . Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan 
dan/ a tau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada 
Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah 
dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih 
sepenuhnya kepada penerima delegasi. 

7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah 
kegiatan penzman beru saha di daerah yang 
pengelolaannya secara elektronik mulai dari 
permohonan sampai dengan terbitnya dokumen 
dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. 

proses 
ta.hap 
yang 

8 . PB-UMKU adalah Perizinan Berusaha Untuk Menunjang 
Kegiatan U saha. 

9. Penyelenggaraan PB-UMKU adalah perizinan yang diperlukan 
bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan 
tahap operasional dan/ atau komersial yang proses 
pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap 
permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang 
dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. 

10. Penyelenggaraan Perizin an Non Usaha adalah perizinan 
nonusaha di daerah yan g proses pengelolaannya secara 
elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan 
terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu 
pintu. 

11 . Penyelenggara DPMPTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

12 . Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada 
pelaku usaha untuk mem.ulai dan menjalankan usaha 
dan/ atau kegiatannya . 
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13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat 
PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu 
kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai 
dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu 
pintu. 

14. Unit fYI'SP adalah unit yang melekat pada perangkat daerah 
yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang 
penanaman modal 

15. Risiko adalah kemungkinan unluk terjadinya cidera atau 
kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan 
akibat bahaya . 

16. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha 
berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. 

1 7. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 
Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS 
adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh 
Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan 
lembaga, Bupati , Bupati/wali kota kepada pelaku usaha 
melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 

18. Non Petizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas 
atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang 
dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

19. Klasifikasi Baku Lapangan U saha Indonesia (KBLI) adalah 
mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang 
menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun 
jasa, berdasarkan lapangan u saha/Bidang Usaha yang 
digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, 
integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik. 

20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
yang selanjutnya clisingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
penanaman modal dan PTSP Daerah. 

Pasal 2 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan 
Non Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: 

a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, PB-UMKU 
dan Perizinan Non Usaha di Kabupaten Banyuasin; 

b. pelaksanaan Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non 
Usaha di Kabupaten Banyuasin; 

c. pelaporan Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non 
Usaha di Kabupaten Banyuasin ; 

d. pembinaan dan pengawasan; 

e. pendanaan;dan 

f. sanksi administratif. 
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BAB II 

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZlNAN 
BERUSAHA, PB-UMKU DAN PERIZINAN NON USAHA DI 

KABUPATEN BANYUASIN 

Pasa13 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan 
Non Usaha di Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 4 

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah 
kabupaten dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha1 PB
UMKU dan Perizinan Non Usaha di Kabupaten kepada kepala 
DPMPTSP kabupaten Banyuasin. 

(2) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penyelenggaraan penzman berusaha, PB-UMKU dan 
Perizinan Non Vsaha yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

b. penyelenggaraan perizinan berusaha1 PB-UMKU dan 
Perizinan Non Usaha yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati 
berdasarkan asas tugas pembantuan. 

BAB Ill 

PELAKSANMN PERIZINAN BERUSAHA, PB-UMKV DAN 
PERIZINAN NON VSAHA DI KABUPATEN BANYUASlN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 5 

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan 
Non Usaha di kabupaten dilakukan untuk meningkatkan 
ekosistem investasi dan kegi.atan berusaha. 

(2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dan 
nonusaha sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. perizinan berusa ha berbasis risiko; 

b . persyaratan dasar perizinan berusaha; 

c. perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan 
berinvestasi; 

d. PB-UMKU; dan 

e. perizinan non usaha. 

(3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan 
tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaba. 
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(4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b meliputi: 

a. kesesuian kegiatan pemanfaatan ruang; 

b. persetujuan lingkungan; dan 

c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. 

(5) Perizinan Berusaha sektor sebagairnana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c yang diselenggarakan didaerah terdiri atas sektor: 

a. kelautan dan perikanan; 

b. pertanian; 

c. lingkungan hidup dan kehutanan; 

d. perindustrian; 

e. perdagangan; 

f. pekerjaan umum clan perumahan rakyat; 

g. transportasi; 

h. kesehatan, obat dan makanan; 

1. pendidikan dan kebudayaan; 

J . pariwisata; dan 

k. ketenagakerjaan. 

(6) PB-UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 
perizinan yang diperlukan untuk melengkapi perizinan sektoral 
jika dibutuhkan. 

(7) Perizinan Non usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf e adalah izin praktik dan izin kerja. 

Bagian Kedua 
Manajemen Penyelenggaraan 

Pasal 6 

Penyelenggaran Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non 
Usaha di kabupaten dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten. 

Pasal 7 

(1) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat 
daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 

(2) Pembinaan DPMPTSP dalam menyelenggarakan Perizinan 
Berusaha dalam satu pintu sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan oleh Menteri. 

Pasal 8 

(1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha 
wajib menerapkan manajemen PTSP. 

(2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, PB-UMKU 
dan Perizinan Non Usaha di Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 

a. pelaksanaan pelayanan; 



• 

7 

b. pengelolaan pengaduan masyarakat; 

c. pengelolaan informasi; 

d . penyuluhan kepada masyarakat; 

e . pelayanan konsu ltasi; dan 

f. pendarnpingan hukum. 

Pasal 9 

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan 
Perizinan Non Usaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non usaha. 

(2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib 
menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat 
terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

(3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan 
layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan 
penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan 
Perizinan Berusaha. 

(4) Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan sistem 
pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah 
Pusat. 

Pasal 10 

( 1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah 
dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha . 

(2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang 
disediakan oleh DPMPTSP. 

(3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan 
secara mandiri, DPMPTSP melakukan: 

a . pe1ayanan berbantuan; dan/atau 

b. pelayanan bergerak. 

(4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan 
Pelalru U saha. 

(5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan 
pelayanan kepada Pelaku U saha dengan menggunakan sarana 
transportasi atau sarana lainnya. 
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Pasal 11 

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (3) huruf ajuga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS: 

a. belum tersedia; atau 

b. terjadi gangguan teknis. 

(2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan 
Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung. 

(3) Oalarn hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan 
ctiJakukan dengan tahapan: 

a . pelaku Usaha dapat mengajukan perrnohonan Perizinan 
Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP; 

b. petugas DPMPTSP menghubungkan penzman luring 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem 
OSS pada DPMPTSP terdekat; dan 

c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen 
Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha 
mela]ui sarana komunikasi. 

(4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h uruf b , pelayanan 
berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak 
dinyatakan terjadinya gangguan teknis. 

(5) Pernyataan te1jadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada 
masyarakat oleh kepala DPMPTSP. 

Pasal 12 

(1) Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/ 
atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang mernadai, 
permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor 
kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain. 

(2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor 
kelurahan/ desa atau nama lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pelal<u Usaha dapat mengajukan permohonan 
Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang 
diselenggarakan oleh DPMPTSP. 

(3) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dan ayat (2), didaftarkan di Sistem OSS oleh 
perangkat kecamatan a tau perangkat kelurahan/ desa atau 
nama lain dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh 
Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterima dari 
Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan 
Berusaha di daerah. 

Pasal 13 

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a tidak 
dipungut biaya. 
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(2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan 
retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) . 

Pasal 14 

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b , dilakukan secara cepat, tepat, 
transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya. 

(2) Pengelolaan pengad uan masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan: 

a. 

b. 

C. 

d . 

e. 

f. 

menerima dan memberikan tanda terima; 

memeriksa kelengkapan doku men; 

mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian; 

menelaah dan menanggapi; 

men a tau sahakan; 

melaporkan hasil; dan 

g. memantau dan mengevaluasi. 

(3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentu.an peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) te1integrasi dengan kementerian/ 
lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS. 

Pasal 15 

(1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk 
mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan 
Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non Usaha. 

(2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
harus mud.ah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan 
mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan 
kom un ikasi. 

Pasal 16 

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses 
oleh masyarakat. 

(2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), paling sedikit: 

a. menerima permintaan layanan informasi; dan 

b . me1:1~ediakan dan memberikan infonnasi terkait layanan 
Penzman Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non Usaha. 
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Pasal 17 

(1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem 
pelayanan infonnasi dalam Sistem OSS dan SiCantik Cloud. 

(2) Selain pe]ayanan informasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan 
memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat: 

a. profil kelembagaan perangkat daerah; 

b . standar pelayanan Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan 
Perizinan Non U saha di daerah; dan 

c. penilaian kinerja PTSP. 

(3) Layanan informasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. 

(4) Penyediaan dan pemberian inforrnasi kepada masyarakat tidak 
dipungut biaya. 

(5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 18 

(1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana climaksud dalam 
Pasal 8 ayat (2) huruf d , meliputi: 

a. hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten dan masyarakat 
terhadap pelayanan Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan 
Perizinan Non Usaha; 

b. manfaat Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non 
U saha bagi masyarakat; 

c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha, 
PB-UMKU dan Perizinan Non Usaha; 

d. waktu dan tempat pelayanan; dan 

e. tingkat risiko kegiatan usaha. 

(2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan 
melalui : 

a. media elektronik; dan/atau 

b. media cetak. 

(3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi 
dengan perangkat daerah teknis secara periodik. 

Pasal 19 

(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (2) huruf e, paling sedikit: 

a. Konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha, PB
UMKU dan Perizinan Non Usaha; 

b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha, PB-UMKU 
dan Perizinan Non Usaha ; dan 

c . pendampingan teknis. 
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(2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/ atau 
daring. 

(3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat 
daerah teknis secara in teraktif. 

Pasal 20 

(1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan 
hukum dalam proses dari pelaksanaan perizinan yang 
melibatkan DPMPTSP. 

(2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) 
dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum. 

Bagian Ketiga 
Sarana dan Prasarana 

Pasal 21 

( 1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan 
Non Usaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana 
dan prasarana sesuai standar pelayanan . 

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit: 

a. kan tor depan; 

b. kantor belakang; 

c. ruang pendukung; dan 

d. alat/fasilitas pendukung. 

(3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan 
secara elektronik, paling sedikit: 

a . koneksi internet; 

b. pusat data dan server aplikasi; 

c. telepon pintar; dan 

d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi. 

(4) Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat 
dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan 
Pera tu ran Perundang-undangan. 

Pasal 22 

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha di Kabupaten, Bupati dapat memberikan 
tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada 
DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 



• 

• 

12 

Bagian Keempat 
Tata Hu bu ngan Kerja 

Pasal 23 

DPMPTS P dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja 
yang melipu ti: 

a . hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang 
menyelenggarakan Uru san Pemerin tahan di bidang koordinasi 
penanaman modal selaku Lembaga OSS; 

b . hubungan kerja DPMPTSP ka bupaten dengan perangkat 
daerah kabupaten, termasuk kecamatan dan kelurahan/ desa 
atau nama lain; dan 

c. hubungan kerja DPMPTSP kabupa ten dengan DPMPTS P 
provinsi yang berada di wilayah provins i setempat . 

Pasa l 24 

(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana 
dimaksud da lam Pasal 25 h uruf a , dilakukan secara fungsional 
dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di daerah. 

(2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) meliputi: 

a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha; 

b . verifikasi usulan Perizinan Berusaha ; 

c . pengembangan kompeten si s umber daya manusia; 

d . pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk 
mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan 

e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di 
daerah. 

Pasal 25 

(1) Hubungan kerja DPMPTSP Kabupaten dengan perangkat 
daerah ka bupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
huruf b dan h uruf c dilakukan secara fungsional dan 
koordina tif da lam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, PB
UMKU dan Perizinan Non Usaha dj Daerah. 

(2) Hubungan kerja secara fu ngsional dan koordinatif 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: 

a . pelaksanaan Perizinan Beru saha , PB-UMKU dan Perizinan 
Non Usaha sesuai dengan kewenangan masing-masing; 

b. verifikasi Perizinan Berusaha, PB- UMKU dan Perizinan Non 
Usaha ; 

c. mo~i_torin g dan evaluasi dalam rangka pengawasan 
Pen zmanBerusaha , PB-UMKU dan Perizinan Non Usaha· 

' 
d . fasiJitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha, 

PB-UM KU dan Perizinan Non Usaha; dan 

e. sinergi program dan kegia tan Perizinan Berusaha, 
PB-UMKU dan Perizinan Non Usaha. 
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Pasal 26 

Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (2) , hubungan kerja DPMPTSP kabupaten dengan perangkat 
daerah kabupaten dilakukan dalam rangka pemberian dukungan 
Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non Usaha di 
wilayah kecamatan dan kelurahan/ desa. 

Pasal 27 

( 1) Hubungan kerja DPMPTSP kabupaten dengan DPMPTSP 
provinsi yang berada di wilayah provinsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 huruf d , dilakukan secara fungsional 
dan koordinatif. 

(2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. fasilitasi penyelesaian pennasalahan Perizinan Berusaha, 
PB-UMKU dan Perizinan Non Usaha; dan 

b. pengawasan Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan 
Non Usaha. 

BABIV 

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, 
PB-UMKU DAN PERIZINAN NON USAHA DI DAERAH 

Pasal 28 

(1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non U saha di Daerah 
kabupaten kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
paling sedikit memuat: 

a. jumlah perizinan yang diterbitkan; 

b. rencana dan realisasi investasi; dan 

c . kendala dan solusi. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan 
sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan 
kinerja DPMPTSP yang dilakukan oleh Menteri dan/ atau 
gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan 
kewenangannya . 

BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 29 

( 1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non Usaha di Daerah 
dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Kabupaten. 
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(2) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non Usaha di Daerah 
dilakukan oleh gubernur Sumatera Selatan sebagai wakil 
Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan 
pengawasan umum dan teknis, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan . 

BAB VI 

PENDANAAN 

Pasal 30 

(1) Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, PB-UMKU 
dan Perizinan Non Usaha di Kabupaten dibebankan pada 
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. 

(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, PB-UMKU 
dan Perizinan Non U saha di Daerah dapat berasal dari sumber 
lain yang sah dan tidak mengikat . 

BAB Vll 

SANKSJ ADMNISTRATIF 

Pasal 31 

(l) DPMPTSP yang tidak memberikan pelayanan Perizinan 
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) dalam 
jangka waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi 
administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa teguran tertulis oleh Bupati. 

BAB VIII 

SANKSI PIDANA 

Pasa1 32 

Terhadap pelaku usaha yang m elanggar Peraturan Daerah ini, 
dapat dijatuhkan hukuman pidana berupa pidana kuru ngan 
maksimal selama 6 bulan kurungan dan denda sebesar 
Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). 

BAB VUI 

KETENTU AN PENUTUP 

Pasal 33 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2012 tentan.g Penyelenggaraan Perizinan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 6) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasa134 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyu asin. 

Dite 
pad 

/8 
jy 

'--
Diundangkan di Pangkal_an Balai 
pada tanggal rs ymvar-1 2023 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

~A~EN BANYUASIN, 

HASMI 

di Pangkala~ Balai 
J141-L""'-'::u.. i5 }'n v ~ r1 2023_ 

NYUASIN 

1 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023 
NOMOR 3' 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN 
{2- l2j2H23), 
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PENJELASAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN 
NOMOR i TAHUN 2023 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PERlZINAN BERUSAHA, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK 
MENUNJANG KEGIATAN USAHA DAN PERIZlNAN NON USAHA 

DI KABUPATEN BANYUASIN 

l. UMUM 

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta 
menjaga kualitas Perizin.an Berusaha dan Non U saha yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, 
efektif, dan akuntabel diperlukan Pe.raturan Daerah yang mengatur mengenai 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Usaha di Kabupaten Banyuasin; 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan 
Perizinan tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan Peraturan 
Perundang-undangan sehingga perlu diganti. 

ll. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup Jelas 

Pasa1 2 
Cukup Jelas 

Pasal 3 
Cukup Jelas 

Pasal 4 
Ayat(l) 

Pasal5 

PasaJ 6 

Cukup J elas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Pasal 7 
Ayat{l ) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 
Ayat (3) 

Cukup Jelas 
Ayat (4) 

Cukup Jelas 
Ayat (5) 

Cukup Jelas 
Ayat (6) 

Cukup Jelas 
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Pasal 8 

Pasal 9 

Ayat (7) 
Cukup Jelas 

Ayat (8) 
Cukup Jelas 

Ayat (9) 
Cukup Jelas 

Ayat (10) 
Cukup Jelas 

Ayat (11 ) 
Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023 
NOMOR 


